UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 1 TAHUN 1958 (1/1958)
TENTANG
PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1.

bahwa adanya Ilembaga tanah partikelir dengan hak-hak
pertuanannya di dalam wilayah Republik Indonesia, adalah
bertentangan dengan azas dasar keadilan sosial yang dijunjung
tinggi oleh masyarakat dan Negara;

bahwa untuk kebulatan kedaulatan dan kewibawaan Negara, demi
kepentingan umum lembaga tersebut harus dihapuskan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya,;

bahwa usaha likwidasi yang dijalankan hingga sekarang, melalui
kata sepakat antara Pemerintah dan pemilik-pemilik tanah
partikelir atas dasar kebijaksanaan, ternyata tidak membawa hasil
yang memuaskan;

bahwa peraturan-peraturan yang mengenai pencabutan hak,
sebagai tercantum dalam "Onteigeningsordonnantie"” (S. 1920 -
574) dan peraturan-peraturan tentang "Pengembalian tanah-tanah
partikelir menjadi tanah Negara" (S. 1911 - 38 jis S. 1912 - 480 dan
S. 1912 - 481) tidak cukup untuk dapat mencapai likwidasi
tanah-tanah itu secara integral dalam waktu yang singkat;

bahwa berhubung dengan itu diperlukan suatu Undang-undang
khusus;

bahwa tanah-tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau perlu
diturut sertakan dalam likwidasi tersebut di atas, karena
bertentangan dengan maksud dan jiwa dari ketentuan dalam pasal
51 ayat 2 Indische Staatsregeling (S. 1925 - 417) jo pasal 8
Agrarisch Besluit (S. 1870 - 18);


http://www.djpp.depkumham.go.id

Mengingat:

a. pasal-pasal 26 ayat 2, 27 ayat 1, 38 ayat 3, 89 serta 98
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 Lembaran-Negara tahun 1957
No0.101);
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:

Undang-undang tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

Pasal 1.
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

a. "tanah partikelir”, ialah tanah "eigendom" di atas mana
pemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyai
hak-hak pertuanan;

b. "Hak-hak pertuanan”, ialah:

1. hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan
serta memperhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan
kepala-kepala umum, sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan 3
dari S. 1880 - 150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari S. 1912 -
422:

2. hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang
pengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang disebut dalam
pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 S. 1912 - 422;

3. hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang
berupa uang atau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut
dalam pasal 16 sampai dengan 27 dan 29 S. 1912 - 422;

4. hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaya
pemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebut dalam
pasal 46 dan 47 S. 1912 - 422;

5. hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/
atau adat setempat, sederajat dengan yang disebut dalam sub b 1
sampai dengan b 4 ayat ini;
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C. "tanah usaha" ialah:

1. bagian-bagian dari tanah partikelir yang dimaksud
dalam pasal 6 ayat 1 dari Peraturan tentang tanah-tanah
partikelir, S. 1912 - 422 ;

2. bagian-bagian dari tanah partikelir yang menurut adat
setempat termasuk tanah desa atau diatas mana penduduk
mempunyai hak yang sifatnya turun-temurun;

d. "tanah kongsi" ialah:
bagian-bagian dari tanah partikelir yang tidak termasuk "tanah
usaha."

2. Tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau, yang menjadi
milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari
beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai
tanah partikelir.

Pasal 2.

1. Pemilik tanah partikelir (selanjutnya dalam Undang- undang ini
disebut: pemilik) ialah:

a. barangsiapa yang dalam surat eigendom, yang dibuat
menurut peraturan-peraturan yang berlaku, tercatat sebagai
pemilik tanah partikelir itu;

b. barang siapa dengan alat-alat pembukti yang sah dapat

membuktikan, bahwa ia berhak atas tanah partikelir itu sebagai

pemilik.
2. Di dalam hal suatu tanah partikelir tidak diketahui siapa
pemiliknya atau pemiliknya tidak diketahui tempat tinggalnya atau
bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak mempunyai wakil yang
berkuasa penuh di Indonesia, maka Balai Harta Peninggalan karena
jabatannya bertindak sebagai wakil dari pemilik di dalam semua hal yang
bersangkutan dengan pelaksanaan Undang-undang ini.

Pasal 3.

Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan
umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua
tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu
karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.

Pasal 4.
1. Likwidasi tiap tanah partikelir yang dimaksudkan dalam pasal 3
dilakukan dengan keputusan Menteri Agraria menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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2. Selama Menteri Agraria belum menetapkan keputusan sebagai
yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, pemilik wajib bertindak selaku
pengurus yang baik atas tanah kongsi yang dikuasainya pada masa
sebelum berlakunya Undang-undang ini.

3. Menteri Agraria segera menetapkan pedoman-pedoman dan
ketentuan-ketentuan lain tentang tanaman, pertanggungan jawab dan
honorarium atas tugas pemilik yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

Pasal 5.

1. Tanah-tanah usaha tersebut pada pasal 1 ayat 1 sub c oleh Menteri
Agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya, diberikan kepada penduduk
yang mempunyai hak usaha atas tanah itu dengan hak milik, kecuali
jika hal itu menurut peraturan yang ada sekarang tidak mungkin.

Dalam hal vyang terakhir oleh Menteri Agraria diadakan
ketentuan-ketentuan khusus.

2. Pemberian hak milik tersebut pada ayat 1 pasal ini dilakukan
dengan cuma-cuma dan dapat disertai syarat-syarat menurut keputusan
Menteri Agraria.

3. Hak-hak lainnya yang pada waktu Undang-undang ini mulai
berlaku membebani bekas tanah partikelir tersebut pada pasal 3 tetap
berlangsung kecuali jika kemudian ditentukan lain oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

1. Orang asing yang mempunyai tanah usaha harus melepaskannya
kepada seorang warga-negara Indonesia atau kepada Negara dalam
waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya Undang- undang ini. Atas
permintaan yang bersangkutan Menteri Agraria atau pejabat lain yang
ditunjuknya dapat memperpanjang waktu tersebut di atas dengan paling
lama satu tahun.

2. Di dalam hal ketentuan dalam ayat 1 pasal ini tidak dipenuhi maka
haknya atas tanah usaha itu batal dan tanahnya menjadi tanah Negara
bebas. Pembatalan itu dinyatakan oleh Menteri Agraria atau pejabat lain
yang ditunjuknya.

Pasal 7.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6, maka setiap
serah pakai tanah usaha buat lebih dari satu tahun, setiap pemindahan
hak atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat diduga bertujuan jelas
untuk memindahkan hak atas tanah usaha, sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Agraria
atau pejabat lain yang ditunjuknya.

2. Didalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat 1
pasal ini, maka Menteri Agraria atau pejabat lain yang ditunjuknya dapat
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menyatakan hak atas tanah usaha itu batal dan tanahnya menjadi tanah
Negara bebas.

3. Di dalam surat keputusan tentang pernyataan batalnya hak atas
tanah usaha, sebagai yang termaksud dalam ayat 2 pasal 6 dan ayat 2
pasal ini, dapat dicantumkan perintah pengosongan, yang dapat
dijalankan dengan segera oleh jurusita, kalau perlu dengan bantuan
polisi, juga sekalipun yang berkepentingan mengajukan tuntutan
berkeberatan di muka Pengadilan.

Pasal 8.

1. Kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkan dalam pasal 3
diberikan ganti-kerugian yang dapat berupa:

a. sejumlah wuvang, berdasarkan perhitungan harga hasil kotor
setahun, rata-rata selama lima tahun terakhir sebelum 1942,
dikurangi 40% sebagai biaya usaha, kemudian dikalikan angka 8%
(delapan setengah),

b. hak, bantuan dan/atau keleluasaan lain.

2. Atas bagian-bagian tanah partikelir yang pada mulai berlakunya
Undang-undang ini tidak digunakan atau diusahakan oleh pemiliknya,
karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Agraria,
tidak diberikan ganti-kerugian.

3. Pembayaran ganti-kerugian tersebut pada ayat 1 sub a pasal ini
dapat dilakukan secara berangsur, paling lama lima tahun dan dalam
hal ini kepada pemilik diberikan bunga menurut Undang-undang.

4. Ganti kerugian tersebut diatas ditetapkan dengan keputusan
Menteri Agraria menurut Kketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

5. Keputusan Menteri Agraria mengenai penetapan ganti- kerugian
tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat dimintakan
bandingan kepada badan pemerintahan yang lebih tinggi atau badan
pengadilan.

Pasal 9.

Terhadap hypotheek atau oogstverband yang pada waktu
Undang-undang ini mulai berlaku membebani seluruh atau sebagian
dari suatu tanah partikelir yang dimaksud dalam pasal 3, berlaku
ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 Onteigeningsordonnantie (S. 1920 -
574).

Pasal 10.
1. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 pasal 4 di atas, maka
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